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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pendekatan hukum melalui pendekatan
restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun studi
dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, restorative
justice dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan
perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang
dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat serta menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Restorative Justice; Tindak Pidana

ABSTRACT
This study aims to analyze legal issues through reforming restorative justice to request criminal
cases. This study used qualitative research methods. Sources of data obtained through field
research, or document studies. The results of the research find facts as a philosophy of
criminalization, restorative justice can frame various policies, programs and case planning
strategies requiring results that can be made related to disputes, victims and the community
related to solving the problems raised by the justice system.
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PENDAHULUAN

Persoalan kejahatan atau tindak pidana senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat
dilakukan terhadap penjahat atau pelaku tindak pidana tetapi pertanyaan tersebut tidak
pernah berlanjut mempertanyakan juga apa yang dapat dilakukan terhadap korban kejahatan
atau tindak pidana (Munawar, 2019). Setiap orang mengganggap bahwa jalan yang terbaik
untuk menolong korban adalah menangkap si penjahat (Harahap, Suherman & Aryanti,
2017). Selama ini korban tidak mendapat perhatian yang cukup. Dengan diambilnya suatu
tindakan atau pidana terhadap pelaku, permasalahan terhadap korban dianggap telah selesai
(Yulia, 2016).

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta
menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib (Abubakar,
2013). Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang
dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu
perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai (Nazriyah,
2002). Terlepas dari segala hal tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama
terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya (Setiadi, 2012)..

Hukum pidana tidak hanya berorientasi keadilan dari aspek pelaku kejahatan dan memberi
keadilan bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai pemenuhan
kepuasan psikologis korban yang telah memderita baik secara fisik dan psikis), tetapi justru
yang sangat diharapkan oleh korban adalah pemulihan kerugian atas penderitaan yang
dialami akibat kejahatan yang menimpanya (Gunarto, 2009).

Proses peradilan pidana saat ini masih berorientasi kepada retributif justice dan melalui
pendekatan viktimologi (Yulia, 2009), hal tersebut memunculkan kontemplasi terhadap
hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan yang berorientasi kepada pelaku kejahatan
dengan mempertanyakan mengapa keadilan justru diberikan kepada orang yang melanggar
hukum pidana dan tidak kepada orang yang terlanggar haknya sebagai pihak yang menderita
atau dirugikan secara langsung akibat adanya pelanggaran hukum pidana (Flora, 2018).

Realitanya keberpihakan hukum terhadap pelaku tidak seimbang dengan keberpihakan
hukum terhadap korban (Djanggih, 2018). Beberapa peraturan perundang-undangan baik
hukum pidana materil maupun hukum pidana formil lebih banyak memberikan
keistimewaan dan hak-hak perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan selaku tersangka,
terdakwa dan terpidana. Korban kejahatan seakan dimarginalkan dan tidak mendapat
jaminan maksimal atas hak-hak pemulihan kerugian yang dialaminya (Tajudim & Tarsan,
2019).

Kajian hukum pidana dewasa ini telah mempengaruhi pola pikir terutama dalam mengangkat
persoalan korban kejahatan dalam bidang kebijakan hukum pidana dan peradilan pidana,
sehingga hukum pidana tidak hanya memperhatikan pelaku kejahatan dengan segala hak-
hak hukumnya saja, tetapi juga memperhatikan korban kejahatan dengan segala persoalan
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yang dihadapinya sehubungan dengan kejahatan yang dialaminya (Imron, 2014). Persoalan
utama yang dihadapi korban adalah pemulihan kerugian berupa restitusi/ganti rugi atau
kompensasi yang seharusnya didapatkan dari pelaku kejahatan atau negara sebagai bentuk
tanggungjawab terhadap warga negaranya (Yulia, 2012).

Beragam argumentasi yang dapat dikemukakan untuk mengedepankan perlindungan hukum
terhadap korban yakni berdasarkan argumen kontrak sosial (social contract argument) dan
argumen solidaritas sosial (social solidarity argument). Argumen kontrak sosial menyatakan
bahwa negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan
membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan
kebutuhan para korban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dilengkapi pula dengan
penelitian empirik, yang akan mengkaji dan menganalisis penerapan restoratif justice pada
tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan. Tipe penelitian normatif
meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum,
inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan realita empiris bagaimana hukum itu
bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (law in action). Satjipto Rahardjo (2009)
mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah
pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan
hukum.

Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus
ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai
dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam
penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka
pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum (Hulu & Huluy,
2020). Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur
mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana
(Kasim, 2020). Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan
sebagai alat represif oleh mereka yang memanggul atribut penegak hukum.

Dalam tataran realitas praktek penegakan hukum bagaimana suatu kasus pidana yang bersifat
tersier yang mana kedua belah pihak antara pelaku dan korban sebenarnya telah berdamai,
namun polisi sebagai penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga
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sampai ke pengadilan. Sebuah contoh nyata dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat
represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku (Sutiyoso, 2010).

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk
menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah
untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang
pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada
banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan
lembaga pemasyarakatan (Bahiej, 2012).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana,
over capacity Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan malah berimbas pada
banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga
Pemasyarakatan (Rahawarin, 2017). Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-
nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam
memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser
fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah”
kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Bagaimana dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidananya si pelaku, kepentingan
dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi
dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku. Namun pada tataran penegakan hukum
proses formil tersebut harus terus digulirkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara
pidana (criminal justice system), kilah penegak hukum pada umumnya.

Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada
kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang
disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (criminal justice system) tanpa melihat
kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat
kemaslahatannya di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar
menurut Penulis sehingga konsep Restorative Justice dalam proses Criminal Justice System di
pikirkan untuk diterapkan di Indonesia (Kaimuddin, 2016).

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-
beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana
serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada
pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas
penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang
sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya
restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih
luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan
hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak
korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
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kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,
maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses
pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini
korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap
indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan
ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi
aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada
putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara
pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak
akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara
tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku tindak
pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi
pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan
antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang
melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses
pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat
persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap
diberikan kepada Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya
diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi
permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk
menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan
asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di
tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila
hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak
melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau
dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada
bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh
karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan
tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan
restorative justice dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa
hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber
pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan
tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus
karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum
tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum
bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian,
ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
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Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, sebagaimanatertuang dalam buku “Refleksi
Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir” akan saya kutip untuk
menambah ruang pertanyaan dalam benak anda mengenai konsep restorative justice ini.

Hampir 4o tahun lalu ketika itu saya belum lama memperoleh gelar Sarjana Hukum saya
ditugasi mengajar pada kursus perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung. ketika
membahas mengenai sifat-sifat dan tata cara penegakan hukum pidana, seorang peserta
menceritakan pengalaman dan sekaligus meminta pendapat saya.

Perwira Komandan Batalyon yang bersangkutan menceritakan pengalamannya menghadapi
pertikaian fisik antara dua kelompok masyarakat tradisional di suatu tempat. Mula-mula,
dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan
ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan
ancaman kekerasan “mengepung”’ kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan
mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus.

Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian
antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk
menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan
tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamain, yang ditahan dilepaskan, dan
proses hukum dihentikan.

Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya, apakah tindakan
kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu
tindak pidana?.

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa
dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H.
Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah
tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah
melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga
tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa
Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus
didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak
menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses
pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan
yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer
yang dipakai sebagai pembuka dari tulisan ini “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit
runtuh KEADILAN harus ditegakkan.

Selama ini peran penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana (integrated criminal
justice system) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat; kedua, memasyarakatkan terpidana dengan
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mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; ketiga,
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; keempat, membebaskan rasa bersalah pada
terpidana dan memaafkan terpidana.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat popular di tengah kejenuhan masyarakat yang
melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal
mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum
(Rechtssicherheit). Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak
formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan
cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal
yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak
dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku
untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang
ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta
transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan
menunjukan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang
dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku
dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum.
Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan
mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga Hasil akhir dari proses yang
berjalan.

Terdapat pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya
ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi
hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian
adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme
restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputiterpeliharanyakeamanandanketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan
pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Konsep penyelesaian perkara diluar system, peran institusi dalam system peradilan masih
memegang peranan baik sebagai pihak yang menjadi mediator ataupun tidak. Pilihan warga
untuk membawa kasus ini kedalam system peradilan pidana masih menjadi pilihan meskipun
akhirnya laporan tersebut dicabut. Dari permasalahan tersebut peran aktif untuk melakukan
upaya perdamaian inisiatif selalu datang dari pelaku tindak pidana, dimana inisiatif tersebut
direspon oleh pihak apparat penegak hukum sepanjang hal tersebut disetujui oleh korban
dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan perdamaian.
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KESIMPULAN

Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice dalam praktik telah berjalan, tidak
hanya terkait perkara pidana anak tetapi sudah termasuk perkara pidana konvensional. Hal
ini menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi
para pembuat kebijakan tentang restorative justice. Dalam konteks penerapan restorative
justice melalui sub sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, dimana
pendekatan restorative justice dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan
perkara pidana di semua tahapan sistem terhadap berbagai tindak pidana.
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